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A. Baitul Maal Wat Tamwil

1. Pengertian BMT

Baitul maal wat tamwil ( BMT ) adalah salah satutoé& lembaga
keuangan islam yang berorientasi sosial dan koalefSikatakan sosial
karena memiliki kegiatan utama menghimpun dan nstmolusikan dana
zakat, infagq, dan shodakoh. BMT bersifat komer&@lena salah satu
kegiatan utamanya adalah menghimpun dan mendisikdou kembali
kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau oparkdelalui bentuk
BMT memberi keuntungan kepada kaum muslimin atasyarakat pada
umumnya bahwa bantuan tidak diberikan secara katifsuramun secara
produktif, yaitu bantuan diharapkan dapat menjadikacara berusaha
meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih bailesebersama — sama.

Jadi tujuan akhir yang ingin dicapai oleh BMT adidbaukan hanya
mengentaskan kemiskinan saja, melainkan juga melkajupeningkatan
sumber daya manusia indonesia seutuhnya melaluiglextan peran serta
dan pendapatnya secara produktif, efisien dan mandi

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah gabungan duairkal yaitu,

baitul mal dan baitut tamwil, baitul mal adalah Baga keuangan yang

kegiatannya mengelola dana bersifat nirlaba (Sogalg di peroleh dari
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ZIS dan sumber lain yan halal, kemudian dana tetsgitsalurkan kepada
mustahik yang berhak atau untuk kebaikan.
Sedangkan Baitut Tamwil adalah lembaga keuangag ¥&giatannya
menghimpun dana dan menyalurkan dana yang bepsdiit motive.
Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga yangadidgi mencakup
dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu:
a. Kegiatan yang mengumpulkan dana dari berbagai sumiea,
seperti; zakat, infak, shodaqoh, dll, yang di bagikatau di
salurkan kepada yang berhak dalam mengatasi kemarski
b. Kegiatan produktif dalam rangka menciptakan niganbah baru
dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat
Dari dua pengertian di atas dapat di simpulkan lafBMT berarti
menggabungkan dua kegiatan yang beda sifatnya) {aba dan nirlaba
dalam satu lembaga.
2. Sgjarah bedirinyaBMT

BMT lahir diawali dengan istilatbaitu tanwil (BT), namanya
pernah populer lewat BT teksona di bandung dan iBfordi Jakarta .
pada bulan agusstus 1991 berdiri sebuah bank pitdmerakyat syariah
(BPRS) di Bandung. Kelahirannya terus diikuti dengderoperasinya
bank muamalat indonesia (BMI) pada bulan juni 198#ihat dari
fungsinya ,BT sama dengan BMI atau BPRS yaitu ssmbégmbaga
keuangan syariah. Bila BMI pengusaha atas, BPR8kumienengah ke

bawah, maka BT untuk pengusaha bawah se@edsg root). Ibaratnya ,



BMI adalah super market, BPRS adalah mini markeiaka BT adalah
warung-warung.

Istilah BMT mulai lahir sejak tahun 1995, setetzdnk muamalat
indonesia (BMI), bank sesuai syariah pertama diomesia berdiri.
Kelahiranya diprakarsai oleh ikatan cencekiawan limusindonesia
(ICMI) ,majelis ulama indonesia (MUI), dan bank madat Indonesia.
Namun demikian , sesungguhnya BMT sudah mulai ef#k sahun 1992
yang diprakarsai oleh aries muft, dengan mendiriBMT Bina Insan
Kamil di jalan pramuka Jakarta Pusat. Jadi, emidosejak 1992 tapi
belum berkembang.BMT semakin berkembang setelahl,|@Mil dan
MUI menginisiasi pusat inkubasi usaha kecil (PINBUK

Pada tahun 2000, BMT terdaftar di dinas terkabasyak 2.938 di
26 provinsi. Dari jumlah itu, 637 (21,68%) di JaBarat, 600 (20,42%) di
Jawa Timur, 513 (17,46%) di Jawa Tengah, dan 1661%5) di DKI
Jakarta, menurt data asosiasi BMT se-indoneesi&(RBO), hingga juni
2006, jumlah BMT di indonesia tercatat sebabany2803BMT dengan
asset Rp. 2 triliun. Tahun 2007, BMT di perkirakaeningkat menjadi
4000 dengan asset 3 triliun. Bahkan PINBUK, ICMandABSINDO
mempunyai target mengembangkan 10.000 BMT di t&010°

BMT, merupakan proyek ICMI adalah lembaga yangakgtan

kegiatan usahanya berdasrkan prinsip syariah demgan menukung

% Dadan muttagien , aspek legal lembaga keuangaiasyzank, lkm, asuransi, dan reasuransi,
safiria insania press. Yogyakarta. 20008 hal 51
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kegiatan ekonomi masyarakat kecil. Tedapat bangakraan untuk tidak
mengatakan sama persis antara BMT dan BPRS, teautiari aspek
operasional. Segi perbedaannya terletak pada nmeajeBMT dibawah
jaringan ICMI, sedangkan BPRS tidak.
3. Produk-produk BMT

Secara ringkas P3UK (1994) menerangkan prinsip mtaduk inti

baitul maal wat tamwil sebagai berikut:

A. Prinsip dan produk inti baitul maal

Baitul maal yang sudah mengalami penyempitan artiedgah
masyarakat ini hanya memiliki prinsip sebagai pémglin dan penyalur
dana zakat, infak, dan sodaqoh, dalam arti bahwtulbaaal hanya
bersifat “menunggu” kesadaran umat untuk menyalurklana zakat,
infak, dan shodagohnya saja. Tanpa ada sesuatuatiekuuntuk
melakukan pengambilan/ pemungutan secara langsapgdk mereka-
mereka yang sudah memenuhi kewajibannya terselaumt, séandainya
aktif pun, hanya bersifat seolah-seolah meminta menghimbau, yang
kemudian setelah itu, baitul maal menyalurkannypaki@ mereka yang
berhak menerimanya
Dari prinsip dasar di atas dapat kita ungkapkanmaaproduk inti dari

baitul maal teridri ata%:

® M. Nur yasinhukum ekonomi islam,uin- malang press (anggota ikapi), malang. 20891685

7 Jamal lulail yunusmanajemen bank syariah mikro, uin malang press (anggota ikapi) 2009, hal
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a. Produk penghimpunan dana

Dalam produk penghimpunan dana ini,sebagai mang yelah di
ungkapkan di atas, baitul maal menerima dan meieara berupa zakat,
infak, dan sodaqoh, meskipun,selain sumber darselet, baitul maal
juga menerima dan berupa sumbangan, hibah, ataupkaf serta dana-
dana yang sifatnya sosial.
b. Produk penyaluran dana

Penyaluran dana-dana yang bersumberkan dari dan{skitul maal
harus bersifat spesifik, terutama dana yanhg bdysurdari dana zakat,
karna dana zakat ini sarana penyalurannya sudatapltan secara tegas
dalam alquran yaitu kepada 8 (ashnaf) antara l&akir, miskin, aminin,
mualaf, fi sabiliilah, gharimin, hamba sahaya darsaiir, sedangkan dana
diluar zakat dapat digunakan pengembangan usahag-orang miskin,
pembangunan lembaga pendidikan, masjid maupun -biaya
operasional kegiatan sosial lainya (termasuk didaj@) untuk
kepentingarkafir dhimmi, yang rela dengan pemerintahan islam.

B. Prinsip dan produk inti baitut tamwiil
Baitut tamwil tidak jauh berbeda dangan prinsipg/ain gunakan

oleh bank islam. Ada tiga (tiga) prinsip yang dagalaksanakn oleh
BMT (dalam fungsinya sebagai baitut tamwil), yaiRrinsip bagi hasil,

prinsip jual beli dengan mark-up, dan prinsip noofip °
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1. prinsip bagi hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang melipué tara
pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia) dmgan
pengelola dana. Pembagian hasil ini di lakukararanBMT
dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penydia
(penyimpan/penabung). Bentuk produk yang berdasargensip
ini adalah mudharabah dan musyarakah.

2. Prinsip jual beli dengan mark-up (keuntungan)

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beligydalam
pelaksanaanya BMT mengangkat nasabah sebagai(ymen di
beri kuasa) melakukan pembelian barang atas namal, BM
kemudian bmt bertindak sebagai penjual, menjushlizatersebut
kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beétimbdih
keuntungan bagi BMT atau sering di sebut margin krogr
Keuntungan yang di peroleh BMT akan di bagi juggpakia
penyedia atau/penyimpan dana. bentuk produk primsipdalah
murabahah dan bai’ bitsaman ajil.

3. Prinsip non profit

Prinsip ini di sebut juga dengan pembiayaan kebajik
prinsip ini lebih bersifat sosial dan tidak proditiented. Sumber
dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaga (cost of
money) tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan terselbudtas

bentuk produk prinsip ini adalah pembiayaan qohdsan.



Adapun mengenai produk inti dari BM$ebagai fungsi baitut tamwil)
adalah sebagai penghimpunan dana dan penyalurati’dan
a)  produk penghimpunan dana

Yang dimaksud dengan produk penghimpunn dana ilit&rupa jenis
simpanan yang dihimpun oleh BMT sebagai sumber deamg kelak
akan disalurkan kepada usaha-usaha produktif. &miganan tersebut
antara lain:

(1) al-wadiah

Penabung, memilikki motivasi hanya untuk keamananguoya tanpa
mengharapkan keuntungan dari uang yang ditabunggdde sistem ini
BMT tetap memberikan bagi hasil, namun nisbah Ipsgiabung sangat
kecil.

(2) al-mudharabah

Penabung memiliki motivasi untuk memperoleh keuatugdari
tabungannya, karena itu daya tarik dari jenis tghanini adalah besarnya
nisbah dan sejarah keuntungan bulan lalu.
b)  Produk penyaluran dana

Produk penyaluran dana dalam hal ini merupakanukepbla

pembiayaan yang merupakan kegiatan BMT dengan &aragapat

memberikan penghasilan pola pembiayaan terseblatada

Qibid hal 36
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(1) Pembiayaan mudharabah

Pembiayaan modal kerja yang di berikan oleh BMTakigpanggota,
dimana pengelolaan usaha sepenuhya diserahkanskepgdota sebagai
nasabah debitur . dalam hal ini anggota (nasabahyediakan usaha dan
sistem pengelolaannya (manajemennya). Hasil kegaturakan dibagi
dua sesuai dengan kesepakatan (misal 70%:30% %%6135%).
(2) Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan berupa sebagian modal yang di berikpadkeanggota
dari modal keseluruhan. Pihak BMT dapat dilibatkdalam poses
pengeloaannya. Pembagian keuntungan yang propbsiidaiaukan sesuai
dengan perjanjian kedua belah pihak.
3 Pembiayaan murabahah

Pembiayaan yang di berilkan kepada anggota untaibpkan barang-
barang yang akan di jadikan modal kerja. Pembiay@aiatiberikan untuk
jangka pendek tidak lebih dari 6 (enam) sampaie®nfslan) bulan atau
lebih dari itu. Keuntungan dari BMT diperoleh daairga yang di naikkan.
(4) Pembiayaan bai’bitsaman ajil

Pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan nhahpagang
berbeda adalah pola pembayarannya yang di lakuageah cicilan dalam
waktu yang agak panjang. Pembiayaan ini lebih caggkk pembiayaan
investasi. BMT akan mendapatkan keuntungan dagsh&éarang yang

dinaikkan.



(5) Pembiayaan al-gardul hasan

Merupakan pinjaman lunak yang di berikan kepadagatag yang
benar-benar kekurangan modal/kepada mereka yaggtsarembutuhkan
untuk keperluan-keperluan yang sifatnya daruratsaldah (anggota)
cukup mengembalikan pinjamannya sesuai dengan ydliag diberikan
oleh BMT.
. Tinjauan Tentang Kredit Dan Pembiayaan
1. Tinjauan Tentang Kredit

1.1 Pengertian Kredit

Menurut UU No. 7 tahun 1992 yang telah diubah derigl No. 10
tahun 1998, terdapat dua istilah yang berbeda namemgandung makna
yang sama yaitu kredit dan pembiayaan berdasarkansigp syariah.
Definisi kedua istilah tersebut adalah sebagakberi
- Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yapatddipersamakan
dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepagat@m meminjam
antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihakip@am (debitur)
untuk melunasi hutangnya setelah jangka wakturtertéengan pemberian

bunga.



1.2 Unsur-Unsur Kredit

Di dalam kredit terdapat unsur—unsur kredit adakbagai berikut
:12
1. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan dari si penkpedit bahwa yang
diberikan ( berupa uang, barang atau jasa ) akaarbebenar diterima
kembali dimasa datang. Kepercayaan ini di berikk @ihak pemberi
kredit ( bank ) yang sebelumnya sudah dilakukanyg@kdikan tentang
nasabah baik secara intern maupun ekstern.
2. Kesepakatan, didalam kredit terdapat unsur ledsgan antara si
pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakati dibuat dalam
suatu perjanjian antara pemberi kredit dengan peaekredit dimana
masing — masing pihak menandatangani hak dan Keavaji
3. Jangka waktu, kredit yang diberikan memilki jemgvaktu tertentu,
jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit t@af disepakati.
Jangka waktu bermacam—macam tergantung dari kestepakbisa jangka
pendek , jangka menengah, dan jangka panjang.
4. Resiko, adanya suatu jangka waktu pengembakan menyebabkan
suatu resiko terjadinya kredit semakin besar resika demikian juga
sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan pembegdik ( bank) baik
resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalaipatawleh resiko yang
tidak di sengaja misalnya terjadi bencana alam asngkrutnya usaha

tanpa ada unsur kesengajaan

12 Kasmirpank dan lembaga keuangan lain, rajawali press.2004. hal 12



5. Balas jasa, balas jasa merupakan keuntunganpataberian suatu
kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengananiaunga. Balas jasa
dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini rpakan keuntungan
bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prgsipi balas jasa di
tentukan dengan bagi hasil.

1.3 Jenisjenis Kredit

Dalam pemberian kredit yang diberikan bank umum akep

masyarakat, terdapat berbagai jenis kredit yangtddiphat dari berbagai
sudut, antara lairt*

1. Kredit dilihat dari sifatnya

a. Kredit dengan perjanjian, adalah kredit dengserthi perjanjian

tertulis yang mengatur besarnya platfond kredikusbunga, jangka

waktu, anggunan cara—cara pelunasan, dan sebagainya

b. Kredit tanpa perjanjian, adalah kredit yangKidsertai perjanjian

tertulis.

2. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya

a. Kredit jangka pendek, adalah kredit yang meinilédejangka waktu

maksimum 1 tahun.

b. Kredit jangka menengah, adalah kredit yang mikingingka waktu

1 sampai 3 tahun.

c. Kredit jangka panjang, adalah kredit berjangktw lebih dari satu

tahun, pada umumnya berupa kredit investasi

13 |pid,hal 13



3. Kredit dilihat dari sudut penggunaanya

a. Kredit modal kerja, kredit berjangka waktu pdaglang diberikan

untuk keperluan modal kerja debitur.

b. Kredit investasi, kredit jangka menengah atagha panjang untuk

pembelian barang—barang modal dan jasa yang diganaktuk

rehabilitasi, relokasi usaha dan atau pendiriahaibaru.

c. Kredit konsumsi, kredit yang diberikan kepadhaki ketiga untuk

keperluan konsumsi berupa barang dan jasa.

4. Kredit dilihat berdasarkan sektor ekonomi

a. Pertanian

b. Perindustrian

c. Perdagangan, restoran dan hotel

d. Jasa — jasa
2. Tinjauan Tentang Pembiayaan

2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihag yapat
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuarkesgpakatan antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yaigagai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setefegjkgawaktu tertentu
dengan imbalan atau bagi ha$il.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok baitk,pemberian

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutpifzak — pihak yang

14 |bid hal14



merupakan defisit unit. Dari pengertian diatas mdipat disimpulkan
bahwa pembiayaan adalah suatu kepercayaan yang ungaip
pertimbangan tolong menolong dengan kesepakatasepkkatan antara
pihak yang memberi pembiayaan dengan pihak yang ermea
pembiayaan untuk mengembalikan uang atau tagilelabgangka waktu
tertentu dengan bagi hasil.
2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan
Jenis — jenis pembiayaan adalah sebagai berikut :
1. Pembiayaan mudharabah
Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian agaan antara
bank dengan pegusaha, dimana pihak bank menyedip&arbayaran
modal usaha atau proyek yang dikelolah oleh piterkgahaan atas dasar
perjanjian bagi hasil.
2. Pembiayaan Musyarakah
Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian pgadn
antara bank dengan pengusaha, dimana pihak bardamlgrengusaha
secara bersama membiayai suatu usaha atau propgkdiykelola secara
bersama atas dasar bagi hasil sesuai dengan paaryert
3. Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil
Pembiayaan Bai Bithaman ajil adalah suatu perjam@mbiayaan
yang disepakati antara bank dengan nasabahnya aimiaank
menyediakan dana untuk pembelian barang yang dikatu nasabah

untuk mendukung suatu usaha atau proyek nasabah.



4. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabaha adalah suatu perjanjian yaspakati antara
bank dengan nasabah dimana bank menyediakan perahiayntuk
pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya géamguhkan nasababh.

5. Pembiayaan Qordul Hasan

Pembiayaan Qordul Hasan adalah perjanjian pembiagatara

bank dengan nasabah yang dianggap layak meneringadygarioritaskan
bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akapitétlak mempunyai
modal apapun selain kemampuan berusaha, serteapgeor lainya yang
berasa dalam keadaan terdesak, dimana penerimaigyama hanya
mewajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada wgtih tempo dan
bank hanya membebani nasabah atas biaya administras

2.3 Perbedaan Kredit Dan Pembiayaan

Menurut UU No. 7 tahun 1992 yang telah diubah derigd No.

10 tahun 1998, terdapat dua istilah yang berbedaunamengandung
makna yang sama vyaitu kredit dan pembiayaan betdasaprinsip
syariah. Definisi kedua istilah tersebut adalatagabberikut :
- Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yapatddipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepagati@am meminjam
antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihakipgm (debitur)
untuk melunasi hutangnya setelah jangka wakturteertdengan pemberian

bunga.



- Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalapeg@&@an uang atau
tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkasetpgian atau
kesepakatan antara pihak yang dibiayai untuk mehgikan uang
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu atemgbalan atau bagi
hasil.

Dari kedua rumusan tersebut, perbedaannya terlptala bentuk
kontra prestasi yang diberikan debitur kepada l@ak pemberian kredit
atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah. Padk konvensional
yang menggunakan istilah kredit, kontra prestasim@upa bunga,
sedangkan bank syariah yang menggunakan istilalbipgaan kontra
prestasinya berupa imbalan atau bagi hasil sesegapakatan bersama.

. Pengertian Usaha K ecil Dan M enengah (UKM)
1. Pengertian Peranan

Setiap orang adalah lebih dari sekedar pengisuguetan, bahkan
lebih dari pengisi semua peranan yang kita embatiafs orang harus
memutuskan sebagai makhluk sosial berdasarkan rndnoral yang
baik. Masyarakat sebagai keseluruhan kesatuan hithgpsama
mengemban tugas umum, yaitu mencukupi kepentinganmu yang
berupa kesejahteraan spiritual dan material, &t#b} ketentraman dan
keamanan tugas.

Peranan menurut Thoha (1992 : 257) mengatakan bsimata



peranan dapat dirumuskan sebagai suatu rangkardakpeyang teratur
yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu kéamena adanya suatu
kantor yang mudah dikenal.

Menurut Riswadi (1992 : 65) peranan adalah aspedmnadiis dari
kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak deajiben sesuai
dengan kedudukan maka dia menjalankan peranannya.

Menurut Puspita (1989 : 182) peranan merupakam suatsep fungsional
yang menjelaskan fungsi atau tugas seseorang baatditas dasar tugas-
tugasnya yang nyata dilakukan seseorang.

Menurut Poerwardaminto (1997 : 571) peranan adafetakan

yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.

Dari pengertian tersebut diatas bahwa peranan rakanptindakan
yang dilakukan dari tugas-tugas yang nyata dilakugaseorang dalam
suatu peristiwva, kedudukan lembaga-lembaga orgeEnis@erupakan
bagian dari masyarakat yang banyak menyediakarapgipeluang untuk
melaksanakan peranan dan fungsi-fungsi yang difeksan berdampak

terhadap masyarakat merupakan suatu peranan dariisasi tersebut.

2. Pengertian UKM
Pengertian industri kecil di Indonesia masih sangat beragam.
Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia misalnya mendefinisikan
industri kecil berdasarkan nilai asetnya. Menurut kedua instas ini, yang
dimaksud dengan industri kecil adalah usaha yang asetnya (tidak

termasuk tanah dan bangunan), bernilai kurang dari 600 juta. Sedangkan



yang dimaksud industri kecil oleh kadin adalah usaha industri yang
memiliki modal kerja kurang dari 150 juta dan memiliki nilai usaha
kurang dari Rp 600 juta.'®

Berbeda dari ketiga batasan tersebut karakteraugaicil dan
menengah di Indonesia masih beragam dan tergamtamdgonsep yang
digunakan industri Usaha Kecil masih identik lemidhteria usaha kecil
di Indonesia berbeda-beda tergantung pada fokumgsatahan yang
dituju dan di instansi yang berkaitan dengan sektor Badan Pusat
Statistik (BPS) secara konsisten sejak tahun 198dggunakan pedoman
jumlah tenaga kerja dalam mendefinisikan usahal Kg@lamana suatu
usaha menggunakan jumlah tenaga kerja antara 5 I®anorang
dikategorikan sebagai Usaha Kecil. Sedangkan indusmah tangga
adalah usaha industri yang mempekerjakan kurandjmarorang'®

Dalam UU RI Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha d/jiKecil,
dan Menengah bab 1 pasal 1 yang dimaksud dalannldialati’:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang pang dan/
atau badan usaha perorangan yang memenuhi ktitealha Mikro
sebagaimana diatur dalam UU ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yanglibesendiri,
yang dilakukan oleh orang perorang atau badan ugamg bukan

merupakan badan anak perusahaan atau bukan cabarsgiman

15 Sritua Arief.Agenda Ekonomi Kerakyatan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan
IDEA (Institut of Development and Economic Analigsi1l997 cetakan 1, him. 48

'®1bid, him. 48

" Undang-undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang UsakeolMKecil dan Menengah, Jakarta: CV.
Eko Jaya, 2008, him. 4



yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langgumaupun
tidak langsug dari Usaha Menengah atau Usaha Bgsag
memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimakdathm
Undang-undang.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yeandiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atalabaisaha yang
bukan merupakan badan anak perusahaan atau bukemgca
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadjidralangsung
maupun tidak langsug dari Usaha Kecil dan Usaharba@sngan
jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahgeaagaimana
diatur dalam Undang-undang ini.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yamdudian oleh
badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau thlasnan
lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi aisasional
milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan wssihg yang
melakukan kegiatan ekonomi di Indone¥ia.

5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Rdater
Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakatassitargis
dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan ausah
terhadap UKM sehingga mampu tumbuh dan berkembaargath

usaha yang tangguh dan mandiri.
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6. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemegnintdan
Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikegjl,
dan Menengah secara sinergis melalui penetapanagdsarb
peraturan perundang-undangan dan kebijakan digeirk@spek
kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Megyad
memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, gheniyan, dan
dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Peamer,

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk

memberdayakan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah |mela
pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan damtulaa
perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kenm@amp
daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

8. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usddaak
langsung maupun tidak langsung, atas dasar prissiing
memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan mengukdnng
yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menendah Usaha
Basar:’

Asas dan Tujuan Bab Il pasal 2 Usaha Mikro, Keahd

Menengah berasaskan:

1) Kekeluargaan

2) Demokrasi Ekonomi

¥bid, him. 6



3) Kebersamaan

4) Efesisnsi berkeadilan

5) Berkelanjutan

6) Berwawasan Lingkungan

7) Kemandirian

8) Keseimbangan Kemajuan

9) Kesatuan Ekonomi Nasional

Pasal 3 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujm@mumbuhkan

dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun

perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekongarg
berkeadilarf’

Prinsip dan Tujuan Pemberdayaann bagian kesatu ga&ainsip

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirars&lsaha
Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dan bédarsa
sendiri.

b. Perwujudan kebijakan puplik yang transparan, alletadan
berkeadilan.

c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah daneiesi
pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Keaih d
Menengah.

d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Mgakn

29 bid, him. 7



e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan ngeleye

secara terpadftt.

Bagian dua Tujuan pemberdayaan Pasal 5

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menknga

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang baing,
berkembang dan berkeadilan.

2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha ,Mikro
Kecil, dan menengah menjadi usaha yang tanggutmaaualiri.

3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengalam
pembangunan daerah, penciptaan lapangan Kkerja, raae
pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasat rd&ri

kemiskinan.

Kriteria Usaha Mikro dalam Bab IV Pasal 6

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000,00(lima
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangueanpat
usaha.

b. Memiliki  hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,0ina

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak
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Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidakni@suk tanah
dan bangunan tempat usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp3@MM®O0,00
(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling blnya
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta atjpf?

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.0@0,(ima
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidakmiasuk
tanah dan bangunanan tempat usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.5®.000,00
(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengalmg banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hurbeyf b, dan
ayat 2 huruf a, huruf b, serta ayat 3 huruf a, hdrunilai
nominalnya dapat diubah sesuai perkembangan perekan yang
diatur dengan Peraturan Presid&n.

1.2 Jenis-Jenis Usaha K ecil Dan M enengah
Menurut Soetrisno P.H., yang dirujuk oleh Edillai&k. Jenis-jenis

UKM di Indonesia dari segi kelembagaan ekonomiaekterdiri dari:
a) Sektor Koperasi

b) Sektor Negara

221hid, him. 8
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c) Sektor Swasta, yang terdiri dari Perseroan Terpdasseroan

Komanditer, Usaha Perorangan dan Perusahaan Isi@naa
Jika ditinjau berdasarkan bentuk produksinya, wiratas:

a. Perusahaan Industri

b. Perusahaan Niaga

c. Perusahaan Agribisnis

d. Perusahaan Jasa

e. Perusahaan Kredit.

Jika ditinjau berdasarkan tanggung jawabnya, yaitggung jawab
pemilik terhadap utang-utang perusahaan, maka giemas dapat dibagi
menjadi dua, yaitu:

1. Perusahaan dengan pemilik yang bertanggung jawzdnsbnya
terhadap utang perusahaan. Yang termasuk dalanmukbemit
adalah perusahaan perorangan dan Firma.

2. Perusahaan dengan pemilik yang tidak bertanggungaba
sepenuhnya terhadap utang perusahaan. Yang ternckdam
perusahaan ini adalah Perseroan Terftas.

2. Strategi Pengembangan UKM

Di Indonesia Peranan UKM khususnya UK juga sedikgitkan
dengan upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi apgggran,
memerangi kemiskinan, dan pemerataan pendapatah.98bab itu, tidak

heran jika kebijakan pengembangan UKM di Indonesieng dianggap

24 Euis Amalia Keadilan Distributif dalam Ekonomi |slam Penguatan Peran LKM dan UKM di
Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), #¥m.



secara tidak langsung sebagai kebijakan penci@sempatan kerja atau
kebijakan anti kemiskinan, atau kebijakan redissitpendapatafr.

Dengan diberlakukanya otonomi daerah, UKM di daea#hn
menghadapi suatu perubahan besar yang sangat garpkenterhadap
iklim berusaha/persaingan di daerah. Oleh sebabs#tiap pengusaha
UKM di daerah di tuntut untuk dapat beradaptasiikimenyesuaikan diri
menghadapi perubahan tersebut. Di satu sisi, peambéu akan akan
memberi kebebasan sepenuhnya bagi daerah dalanmtuieare sendiri
kegiatan-kegiatan ekonomi yang akan dikembangkamg ytentunya
diharapakan kegiatan-kegiatan yang produktif, ydagat menghasilkan
nilai tambah yang tinggi, dan dapat memberikan sunmghn besar bagi

pembentukan PAE’

Dengan latar belakang seperti tindakan yang hardgakukan
untuk memacu perkembangan industri kecil dimasandgtsebagaimana
diketahui perekonomian Indonesia dimasa datang aktandai oleh
berlangsungnya era perdagangan bebas. Dalam euh fempetisi itu,
tiap-tiap perusahaan akan dipaksa untuk mengembangkunggulan
kompetitifnya. Perusahaan-perusahaan yang tidak ilikerkeunggulan

kompetitif akan dipaksa untuk menyingkir dari padaengan demikian,

% H.a munadi,sh& drs.soekrama suBakembangan koperasi usah kecil menengah(ukm),
lembaga penerbit & publikasi koperasi indonesia,2005. Jakarta him 44
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perdagangan bebas sebenarnya tidak hanya merufzakangan industri

kecil. Dan juga merupakan tantangan industri mealemtgn besa.

Tantangan yang dihadapi industri kecil sebagaiasab akan
berasal dari dalam lingkungannya sendiri. Sebagaantékemukakan tadi,
kelemahan industri kecil terutama melekat padai-ciir umum yang
dimilikinya, yaitu berupa kelemahan manajerial. éehhan lain seperti
skala ekonomi yang terbatas atau marjin keuntungarg tipis, lebih
banyak merupakan akibat dari kondisi persaingaarasgsama industri

kecil yang memang tergolong sangat kétat.

Adapun tantangan eksternalnya, sebagain diant@rpsgru akan
berasal dari kemitraan yang dibangunnya dengarsirdmenengah dan
besar® Karena itu, salah satu langkah strategis yangi gi&mpuh untuk
mengembangkan industri kecil adalah peningkatatittsasumber daya
manusianya. Para pengelola industri kecil perlu ingkatkatkan
menejerialnya. Sedangkan para pekerja industril kdituntut untuk
meningkatkan kemampuannya dalam menjamin standaalitdsu
pekerjaannya. Dengan demikian, dalam mengemban§kavi industri
kecil inilah peranan Departemen Perdagangan damdestrian, serta

Departemen Koperasi dan PKK, akan sangat diharailkan

27 Sritua Arief,op., cit., him. 51
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